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PENGAWASAN EKSTERNAL PENERIMAAN

~ - CALON ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara
Republik  Indeonesia, diperivkan dukungan sumber daya
manusia yang berkualitas dan barmoral salah satunya melalui
proses - penefimaan calon anggota Kepolisian MNegara
Republik Indonesia;

b.  bahwa dalam mewujudkan proses penerimaan calon anggota
Kepolisian Negara Republik indonesia yang bersih dan
transparan serta mencegah terjadinya penyimpangan, perlu
dilakukan pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak yang
berkompeien;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon  Anggoia
Kepalisian Negara Republik indonesia:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian  Megara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Repubiik  indonesia  Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Megara Republik
indcnesia;

MEMUTUSKAN ...
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Menstapken : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK.

o P&%@AWA$AN EKST&RNAL

- INDOMNESIA -

%&WNTUM UMUM

Fasei ‘% e

----Dalam peratua‘an lﬂ§ yang dsmaksud dengaﬂ i N

1.

Kepohsaan Negara Repub ik Endcmessa se!amutﬁya disingkat Poln adalah alat
negara “yang ' berperan dalam ~memelihara keamanan dan  ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum  seria  memberikan perlindungan,
pengayoman, dan  pslayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpe]iharanya keamanan dalam negeri.

Calon aﬂggota Po!n adalah warga negara indonesia baik pria maupun waniia
yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerimaan
uniuk men;ad: anggota Polri,

Penerimaan calon anggoia Polii adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan
yang dilakukan uniuk memproses seorang warga negara yang secara
sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggote Polri melalui tahap
pengumuman, pendaﬁaran penelitian persy’aratan, pemanggilan,
pemeriksaan, pengujian, dan pemilihan sampai diangkat menjadi anggota
Polri.

Pengawas eksiemnal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar
organisasi Polri yang dengan sukarela beriugas mengawasi dan mengamati
berlangsungnya proses penerimaan calon anggota Polri.

Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adaiah panitia penerimaan
anggota Folri di tingkal pusat yang diketuai oleh Deputi Kapoli Bidang
Sumber Daya Manusia (De SDM Kapoiri) dan keanggotaannya ditstapkan
dengan keputusan Kapolri,

Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah panitia penerimaan
anggota Polri di tingkat daerah/Polda vang dikstuai oleh Kepala Kepolisian
Dasrah (Kapolda) dan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan
Kapoclda.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ink:

a.

sebagai pedoman/petunjiuk  bagi pengawas eksternal dalam proses
pensrimaan calon anggota Polri pada Panpus dan/atau Panda: dan

oo PENERIMAAN: CALON A Gﬁ@'m xammmw _NEGA;RA_
. REPUBLIKINDONESIA. R SR




b.

B agar proses peneﬂmaaﬂ ber;aiaﬂ demgaﬂ aman 'i:@rtsb dan lancar seria tidak

&ef}ad! penylmpangan
| Pasaa 3

: i Pnnssp~pnns:p daiam pengawasan penenmaan ca!on aﬂgga’ta Pc!n

g 'barszh yaﬁ:u pengawasan dtlaksanakan ‘secara ketat sehmgga tudak ada -
“celah bagn panitia, pejabat, caian, dan keiuarga untuk meiakukan Koru951
-Ko!usz dan Napohsme (KKN) '

'isansparansz yaitu pengawasan dilaksanakan secarz jeias dan terbuka pada
: qeinap tahapan penenmaan!rekwiwen

akumabei ‘yaitu  pengawasan yang dilaksanakan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara veriikal maupun horizontal;

obyekdif, yaitu pengawasan yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di
lapangan dengan laporan yang disampaikan;

netral, yaitu pengawasan harus dilakukan dengan tidak memihak atau tidak
mewalkili kepentingan tertentu dalam proses penerimaan;

integratif, yaltu pengawasan harus dilakukan secara terorganisir dengan
berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan

tegas, yailu pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketegasan namun
tetap menjuniung nilai-nilai hak asasi manusia.

BABH

PERSYARATAN UMUM, KUALIFIKASI,
DAN UNSUR PENGAWAS EKSTERMAL

Bagian Kesaty
Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum untuk menjadi pengawas eksternal sebagai berikut:

warga negara Indonesis;

berdomisili di wilayah tempat berlangsungnva penerimaan;
komitmen terhadap kemaiuan institusi Polri;

sukarela dan tanna pamrin;

tidak mencari keuntungan atau tidak mewakili kepentingan lain, baik secara
individual maupun kelembagaan;

tidak sedang dalam proses pidana;



ﬁdak memmkl hubungan ferma!-stmkturai dan bukan merupakan bagian dan -
: -.;ke?uarga besar F’e!n, ﬁan : . S C

i "'menaatg ketentuan yang beﬁaku dalam pmses penenmaan_, S

| Bag&an Keﬁua ._ N

Pasaﬂ :._5 SRR

o '-_'_'ﬂ{ua!if kas- untuk manjadn g}engawas ekstemai sebaga: benkut

Q)

()

(3

' memltfki kesehatan fi s;k dan rﬁentai

: '-memiiaks kcmgeiensn dan keah!;an teﬁentu yang dapai dipergunakan untuk

'melakukaﬂ pengawasan sesuag dengan tahapan proses penerimaan;

memiliki kemampuan berkomun kaSI dengan panitiz penyelenggara
peneﬁmaan dan

telah diakui atau dikenal dengan baik.

Bagian Ketiga
Unsur Pengawas Eksternai

Pasal 8

Pengawas eksternal dapat berasal dari:
a. percrangan; dan/atau

b,  kelembagaan.

Pengawas eksternal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a antara lain berasal dari:

a. tokoh masvarakat;
b. tokoh agama;

c. {okoh pemuda;

d. tokoh adat;

e, akademis);

f.  profesi; dan

g. prakiisi.

Pengawas eksternal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hwruf b antara lain berasal dari:
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

b. organisasi .....




b, organisasi- profesi ‘antara lain lkatan Dokter fndonesia (IDI). dan

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);

.- lembaga pemerinish yang relevan dengan. kepentingan penerimaan

- .calon anggota. . Poirl antara lain Kementerian. Pendidikan ‘Nasional -

- (Kemendiknas), Kementerian Kesshatan (Kemenkes), Kementerian-
.....Agama._ (Kemenag), Dinas Kependudukan, dan Badan .Akreditasi -
- Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), .~ - 0o

G lembagapendannggiselmpst

e Ieﬁ”ibégfa'éwa?qaya_meésyarakat; dan
f.  mediamassa. .
BABW

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 7

Pengawas eksternal perorangan dan/atau kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat {1} dalam mengikuti proses penerimaan calon anggota Poiri,
didasarkan atas surat resmi dari panitia penyelenggara.

Pasal 8

Pengawas eksternal kelembagaan yang felah menerima surat resmi dari panitia
penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membawa dan
menunjukkan surat tugas dari lembaga yang diwakilinya.

{1

@

(1)

2)

Paszl @

Pengawas eksternal kelembagaan hanya dapat mengirim paling banvak 2
{dua} orang.

Pengawas ekstemnal perorangan dan/atau kelembagaan hanya dapat
mengikuti paling banyak 2 (dua) kali proses penerimaan.

Pasal 10

Pengawas eksternal berjumiah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
a. 1 {satu) orang koordinator;

b. 1 {satu) orang sekretaris; dan

©. 3 (tiga) orang anggota.

Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
surat perintah tugas dari ketua panitia penvelenggara.

BAE IV .....




'-'-_--fPeﬂgawas ekstema! berperan memantau dan mengawasn pe!aksanaan proses
Npenenmaan ca!on anggota Poiri : :

Bag;an ﬁ'{edwa
Tugas

Pasal 12

Peﬁgawas eksternal memiliki tugas sebagal perikut:

a.
o.
c.

mempela_;an jadwal pelaksanaan proses panenmaan
mempe!ajan staﬂdar operassonai prosedur (SOP) pengawas eksternal;

menghadm penjelasanlbnef"ng rutzn yang disampaikan oleh panitia pada
senap tahapan penerimaan;

menghadm dan melakukan pengawasan ferhadap seluruh tshapan
pelaksanaan proses penerimaan;

menjadi saksi ‘dan menandatangani berita acara (BA) pada setiap tahapan
proses penerimaan; dan

turut seria secara akiif mengamankan berkas rahasia vang berisi soal dan
hasil ujian serta turut memegang kuncl brankas tempat penyimpanan berkas
rahasia.

Pasal 13

Pembagian tugas dan hal-hal yang bersifat administratif selama beriangsungnya
proses penerimaan dikcordinir oleh koordinator.

(1)

BAB Y
TANGGUMG JAWAR DAM WEWENANG

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasazl 14

Pengawas eksiernai berfanggungjawab melakukan koordinasi  dan
pengawasan terhadap setiap tshapan proses penerimaan sesuai dengan
panduan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pengawas .....



@

'-Pengawas eks?amai swbagaamana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil

iemuan kepada;

o _a_. Inspektorat F’engawasan Umum (Itwasum) Polri di tingkat Panpus daﬂ

. : _b” ﬂnspekiara% Pengawasan Daerah {ltwasda) dn %:mgkat Panda

"':-:.Panduan pelaksanaan k&gnatan sebaga:mana dsmaksud pada ayat {1).
o tercantum datam !amparan yang tsdak ierp;sahkan dengan pes’aturan ini.

Pasal ‘%5

Pengawas eksternal berwenang untuk melihat, mendengar, berianya, dan membuat
catatan mengenal hal-hal yang ditemui selama proses penerimaan calon anggota

Polri.

BAB Vi
HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 16

Pengawas eksternal berhak untuk menerima:

a.

b,

tanda pengenal dari panitia penyelenggara; dan

sertifikal/piagam penghargaan setelah proses penerimaan selesai.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 17

Pengawas eksiernal dilarang uniuk:

a.

o

mengajukan keluhan/pengaduan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat
yang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai Pengawas Eksternal;

melakukan investigasi langsung terhadap hal-hal yang dianggap sebagai
penvimpangan;

meiakukan intervensi kepada panitia penyelenggara dan calon anggota Pol;

terlibat langsung dalam kegiatan prosas penerimaan yang menjadi wewenang
panita;

melakukan pengawasan pada tempat pemeriksaan kesehatan fertentu yang
memiliki ketentuan khusus antara lain rontgen, laboratorium, rekam jantung
dan pemeriksaan yang hanya boleh disaksikan oleh dokter.

Pasal 18 ...



Pengawas .ekstemaé yang ierbukﬁ melanggar ketentuan sebaganmana dsmaksud:f’{ . '
17 dlbementakan dan dskeiuarkan :daniproses penenmaanfme}aiui .sura’i_._: o

: -_-3-_._-_-:Mekamsm@ ?engawasan

?asai '%9 .

" Mekamsma pengawasan daEam proses penenmaan dﬂakukan dengan kegiatan'
.antara iam _ : _

'membuat caiatan nasﬁ pengamatan_ny_a_ 'd_aiam kesaiumhan proses
peﬂenmaan, _ SN ' '

B 'meﬂcatat calon aﬂggota Poln yang !ulus maupun t{dak {uius;

" "_memenksa kembah tiata vang dummks dengan data yang ada pada panitia
o peneramaan ca!on anggota Poin dan

- mengzsg panduan peiaksanaan pengawasan yang teiah disediakan panitia

i - sesuai dengan pengamatan di lapaﬂgan

M

&

()

(4)

| Bag!an Kedua
Mekamsme Pe!apm‘an

Pasa! 2@

Dalam hal ditemukan penyimpangan, pengawas eksternal dapat

menyampalkan temuan kepada keilua paniiia penyelenggara dalam bentuk
laporan. -

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.  laporan setiap iahapan kegiatan proses penerimaan; dan

b. laporan pada szat ditemukan penyimpangan,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:

a. lisan; atau

b. ieriulis.

Laporan secarz lisan sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf s, setelah
disampaikan kepada panitia penyelenggara, harus segera ditindaklanjuti

dengan laporan secara leriulis.
(8) Laporan .....



o -'pada tmgkai Paida

o '-_'(5_).-"La;}oran secara iertuhs sebagalmana dﬁmaksud pada ayat (3) huru‘f b

- disershkan kepada %{etua Panpus pada tmgkat Mabes Pc!n dan Ketua F’anda-

KE‘E‘&NTUM PEWWP =

Pasaﬁ 2‘&

) :Peraturan Kapoln ini muian beﬂaku se;ak Ianggai ditetapkan

".Agar setiap orang mengetahumya Peraturan Kapoin ini diundangkan dengan
: _-penempatannya dalam Berita Negara Repubhk Indonesia.

Ditetapkan di Jakaria
padatanggai - 20 Mei 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Tid.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Tid,

PATRIALIS AKBAR
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